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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA BAGI

PENGANGGURAN OLEH DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR

LAMPUNG

(Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung)

Oleh :

FAIRUZ ALFAREL

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program
pelatihan kerja bagi pengangguran yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga
Kerja Kota Bandar Lampung. Permasalahan pengangguran di Kota Bandar
Lampung merupakan isu yang kompleks, berdampak pada aspek sosial, ekonomi,
dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah daerah dalam menekan angka
pengangguran salah satunya diwujudkan melalui program pelatihan kerja berbasis
kompetensi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif untuk
mengevaluasi sejauh mana program pelatihan tersebut mampu meningkatkan
keterampilan, kapabilitas, serta kesiapan peserta dalam memasuki dunia kerja.
Hasil penelitian menunjukkan adanya tren penurunan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) di Kota Bandar Lampung dari 8,85% pada tahun 2022 menjadi
7,43% pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya kontribusi positif dari
pelaksanaan program pelatihan kerja. Namun demikian, efektivitas program
masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman kebutuhan
industri, rendahnya minat peserta, serta keterbatasan sumber daya. Penelitian ini
merekomendasikan peningkatan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan
lembaga pelatihan agar program pelatihan kerja dapat berjalan lebih optimal dan
relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, sehingga dapat menekan angka
pengangguran secara lebih signifikan di masa mendatang.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelatihan Kerja, Pengangguran, Dinas Tenaga
Kerja



ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF JOB TRAINING

PROGRAMS FOR THE UNEMPLOYED BY THE MANPOWER OFFICE OF

BANDAR LAMPUNG CITY

(A STUDY AT THE MANPOWER OFFICE OF BANDAR LAMPUNG CITY)

By :

FAIRUZ ALFAREL

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of job training
programs for the unemployed organized by the Manpower Office of Bandar
Lampung City. The issue of unemployment in Bandar Lampung is a complex
problem, impacting social, economic, and community welfare aspects. One of the
local government's efforts to reduce the unemployment rate is realized through
competency-based job training programs that have been implemented since 2001.
This research uses a descriptive approach with qualitative methods to evaluate
the extent to which these training programs can improve the skills, capabilities,
and readiness of participants to enter the workforce. The results show a
downward trend in the Open Unemployment Rate (OUR) in Bandar Lampung
City from 8.85% in 2022 to 7.43% in 2024, indicating a positive contribution from
the implementation of the job training program. However, the program's
effectiveness still faces several obstacles, such as a lack of understanding of
industry needs, low participant interest, and limited resources. This study
recommends strengthening collaboration between the government, industry, and
training institutions so that job training programs can run more optimally and be
relevant to labor market needs, thus reducing the unemployment rate more
significantly in the future.

Keywords: Effectiveness, Job Training, Unemployment, Manpower Office
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam suatu perusahaan,

karena unsur ini merupakan bagian yang menggerakkan sistem disebuah

perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Sumber daya

manusia memiliki andil besar dalam menentukan maju atau mundurnya suatu

perusahaan. Dalam suatu perusahaan untuk bisa mencapai kesuksesan maka

diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten pada bidangnya dan

memiliki kinerja yang bagus untuk mendukung pencapain tujuan perusahaan.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh manajemen sumber daya

manusia untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan berkompeten pada

bidangnya serta dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan perusahaan

adalah aspek pelatihan kerja dan kinerja karyawan.

Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia yaitu masalah pengangguran.

Pengangguran yang tinggi brdampak langsung maupun tidak langsung

terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah sosial politik yang juga

semakin meningkat . dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus

migrasi yang terus mengalir , serta dampak krisis ekonomi yang

berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi

sangat besar dan kompleks.

Besarnya angka pengangguran dapat dikatakan sangat penting dalam

mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan

pengangguran dinyatakan penyakit yang dimiliki oleh setiap Negara, bahkan

Negara yang sudah maju sekalipun. Layaknya tubuh manusia apabila terkena
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penyakit maka tidak akan maksimal dalam menjalankan aktivitas. Demikian

juga dengan suatu Negara, karena Negara merupakakan suatu system dimana

semua komponennya saling terhubung satu sama lain. Salah satu komponen

tersebut adalah Sumber Daya Manusia (SDM).

Pengangguran yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia merupakan

masalah yang lama dan tidak bisa terlepas dengan keterlibatan perekonomian

khususnya pada kota Bandar Lampung, karena pengangguran akan memicu

tindak kejahatan atau kriminalitas, karena sesungguhnya pengangguran yaitu

orang yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kebutuhannya.

Kebutuhan ekonomi di era globalisasi saat ini memang sangat tinggi namun

hal ini tidak didukung dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak

memadahi untuk bekerja.

Menurut Sadono Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan di mana

seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan

tetapi belum dapat memperolehnya. Penganguran adalah keadaan dimana

orang ingin bekerja namun tidak mendapat pekerjaan.

Masalah pengangguran di Indonesia, termasuk di Bandar Lampung,

merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari

berbagai pihak, terutama pemerintah. Tingginya angka pengangguran dapat

berdampak negatif pada stabilitas sosial dan ekonomi, sehingga perlu adanya

upaya yang efektif untuk menguranginya.

Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah

tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila

kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) dapat

terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan

masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai.

Semakin turunya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu

kemiskinan (Sukirno,2000).

Permasalahan pengangguran memang sangat kompleks untuk dibahas dan

merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator.

Indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara
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lain pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan, tingkat inflasi, serta besaran

upah yang berlaku. Apabila di suatu negara pertumbuhan ekonominya

mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah

pengangguran. Jika tingkat upah naik akan berpengaruh pada penurunan

jumlah pengangguran pula. Sedangkan tingkat inflasi yang tinggi akan

berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran (Sukirno, 2008).

Dengan adanya UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka

pemerintah berkewajiban dalam memperkecil angka pengangguran. Dimana

pekerja mempunyai hak mendapatkan posisi yang layak ditempat kerja dan

mendapatkan intensif dengan baik. Karena pencari kerja pada saat sekarang ini

terus meningkat disetiap wilayahnya. Untuk mendapatkan hasil

produktivitasnya yang baik maka pemerintah harus bias mencati sumber daya

manusia yang handal dan professional, dimana dapat dilohat dalam UU

Nomor 13 Tahun 13 Tahun 2003 pasal 1 dimana kompetensi kerja merupakan

kemampuan kerja setiap individdu yang mencakup aspek pengetahuan ,

keterampilan dan sikap kerja sesuai demgan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Di Kota Bandar Lampung

NO KEGIATAN TAHUN

2022

TAHUN

2023

TAHUN

2024

1 Angkatan Kerja 560.107 567.038 608.229

2 Bekerja 510.511 522.166 563.037

3 Pengangguran

Terbuka

49.596 44.872 45.192

4 Tingkat

Pengangguran

Terbuka (TPT)

8,85% 7,91% 7,43%

(Sumber data : Bandar Lampung Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan

Pusat Statistik Kota Bandar Lampung).
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Dari tabel yang disajikan di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat penurunan

signifikan dalam Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bandar

Lampung selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, TPT tercatat

sebesar 8,85%, yang menunjukkan adanya tingkat pengangguran yang cukup

tinggi pada waktu itu. Namun, pada tahun 2023, TPT menurun menjadi 7,91%,

yang mencerminkan perbaikan kondisi pasar kerja di kota tersebut.

Penurunan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana TPT mencapai angka 7,43%,

mengindikasikan tren positif dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa Kota Bandar Lampung telah berhasil

mengurangi pengangguran dalam periode tersebut, yang mungkin disebabkan

oleh faktor-faktor seperti peningkatan sektor ekonomi tertentu, kebijakan

pemerintah daerah, dan program pengembangan lapangan kerja yang lebih

efektif.

Pengangguran terbuka adalah jumlah orang dalam angkatan kerja yang belum

memiliki pekerjaan namun sedang aktif mencari pekerjaan. Sementara itu,

tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase pengangguran terbuka

dibandingkan dengan total angkatan kerja, yang menggambarkan proporsi

pengangguran dalam suatu wilayah. Dengan kata lain, pengangguran terbuka

menunjukkan angka absolut orang yang menganggur, sedangkan tingkat

pengangguran terbuka memberikan gambaran relatif tentang seberapa besar

masalah pengangguran tersebut terhadap keseluruhan tenaga kerja yang

tersedia. Angkatan kerja, yang mencakup kelompok penduduk berusia antara

15 hingga 64 tahun yang mampu dan bersedia bekerja, memiliki peran yang

sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Mereka terlibat dalam

berbagai kegiatan produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Angkatan kerja tidak hanya terdiri dari mereka yang telah memiliki pekerjaan,

tetapi juga mencakup individu yang sedang mencari pekerjaan. Dalam

konteks ekonomi, angkatan kerja merupakan salah satu faktor utama yang

mendukung pertumbuhan ekonomi, karena keberadaan mereka

memungkinkan adanya produktivitas yang berkelanjutan. Namun, tantangan

besar yang dihadapi oleh angkatan kerja di Indonesia adalah ketidaksesuaian
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antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Hal ini sering

kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan,

keterampilan, dan kesesuaian antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan

pasar tenaga kerja.

Salah satu langkah strategis yang diambil oleh Dinas Tenaga Kerja Kota

Bandar Lampung adalah pelaksanaan program pelatihan kerja bagi

pengangguran. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan

kapabilitas calon tenaga kerja khususnya di kota Bandar Lampung agar lebih

siap menghadapi persaingan di pasar kerja.

Program yang telah di implementasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota

Bandar Lampung adalah Program pelatihan berbasis kompetensi, program ini

telah diselenggarakan pada tahun 2001 dan masih terlaksanakan hingga

sekarang, dalam pelaksanaan program tersebut pastinya meniliki beberapa

hambatan sehingga program tersebut belum beroperasi secara optimal. Oleh

karena itu dalam pelaksanaan nya harus melihat apakah program tersebut

berjalan secara efektif atau tidak. Menurut Ravianto (2014) “Efektivitas

adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang

menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu

pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu,

biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif”.

Program pelatihan kerja bagi pengangguran dapat diketahui masyarakat

melalui beberapa mekanisme yaitu pihak disnaker melakukan kolaborasi

dengan balai latihan kerja kota Bandar Lampung dan menginformasikan pada

kecamatan yang dilanjutkan ke kelurahan masing masing untuk memberikan

informasi tentang pelatihan tersebut kepada masyrakat yang belum bekerja.

Sementara itu dalam meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia

dihadapakan oleh berbagai kendala seperti kesempatan kerja yang masih

menjadi masalah utama. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan atau

ketimpangan untuk mendapatkannya. Ketimpangan dalam mendapatkan

kesempatan kerja akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.

Pengangguran di negaranegara sedang berkembang pada umumnya di
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dominasi oleh pengangguran usia muda dan berpendidikan (Todaro dan

Smith, 2010).

Menurut Ambar Teguh dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia,

pelatihan adalah proses sistematik pengubahan perilaku para karyawan dalam

suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional. (Ambar Teguh

Sulistiyani dan Rosidah, 2010).

Pelatihan kerja memiliki peranan penting dalam membekali individu dengan

keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Kaswan (2011:2),

“Pelatihan adalah proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

pengangguran maupun karyawan.” Dalam konteks ini, pelatihan tidak hanya

membantu peserta dalam memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga

meningkatkan soft skills yang diperlukan dalam dunia kerja. Dinas Tenaga

Kerja di Bandar Lampung diharapkan dapat menjalankan program pelatihan

yang tidak hanya relevan, tetapi juga efektif dalam menjawab tantangan

ketenagakerjaan.

Menurut Prawirosentono dalam Sinambela (2012) menyatakan, “Kinerja

adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang

dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara

legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Meskipun program pelatihan kerja telah dilaksanakan, efektivitasnya sering

kali menjadi bahan pertanyaan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain

kurangnya pemahaman akan kebutuhan industri, rendahnya minat peserta,

dan keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu,

analisis efektivitas pelaksanaan program pelatihan kerja menjadi sangat

penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai seberapa baik

program ini berjalan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Sebagai bahan referensi atas penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa

penelitian terdahulu yang terkait dengan efektivitas pelaksanaan program

pelatihan kerja bagi pengangguran diharapkan dapat menjadi acuan, bahan
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pertimbangan, dan bahan referensi dalam mengadopsi konsep, teori, serta

pembangunan kerangka pikir, penelitian terdahulu diantaranya sebagai

berikut;

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No Peneliti/Judul Metode Hasil Penelitian

1. (Wahyudi dkk.,
2023)
“Efektivitas Program
Pelatihan Tenaga
Kerja Dalam Upaya
Mengurangi Jumlah
Pengangguran Pada
Dinas
Ketenagakejaan
Kabupaten Bekasi”

Metode penelitian
ini adalah
deskriptif
kualitatif.

hasil penelitian yang telah
dilakukan masalah
pengangguran bisa
mengakibatkan dampak
yang buruk bagi
perekonomian dan
menambah angka
kemiskinan di negara
Indonesia. Hasil observasi
dari Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten
Bekasi mengenai masalah
pengangguran dari tahun
2017 sampai 2021. Ada
beberapa progam pelatihan
dan jumlah pencari kerja
yang lulus atau dilatih di
balai latihan kerja pada
tahun 2021. Jumlah yang
dijadikan sampel berjumlah
4 orang yaitu Kepala
Pelatihan Tenaga Kerja
Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Bekasi dan 3
orang merupakan peserta
yang mengikuti program
pelatihan tenaga kerja yang
diselenggarakan oleh Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten
Bekasi
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2. (Khalimatus
Sa’diyah, 2019)
“EFEKTIVITAS
PELATIHAN
KERJA
TERHADAP
PENURUNAN
PENGANGGURAN
DI KOTA
SURABAYA
(STUDI PADA
DINAS TENAGA
KERJA KOTA
SURABAYA”

Metode penelitian
yang digunakan
adalah kualitatif
deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian
yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa
pelatihan kerja di Dinas
Tenaga Kerja kurang efektif
dilihat dari banyaknya data
pengangguran di Kota
Surabaya. Meskipun
pelatihan kerja di Dinas
Tenaga Kerja kurang efektif
ada beberapa peran yang
sudah mampu meningkatkan
kualitas guna untuk
mengurangi angka
pengangguran di kota
Surabaya yaitu dengan
menambah skill,
pengetahuan, keterampilan
dan pendidikan angakatan
kerja kota Surabaya.

3. (Irvan, 2019)
“EFEKTIVITAS
PROGRAM BALAI
LATIHAN KERJA
DALAM
MENGURANGI
TINGKAT
PENGANGGURAN
DI KECAMATAN
TANA LILI
KABUPATEN
LUWU UTARA”

Penelitian ini
menggunakan
metode kualiatif.

Hasil dari penelitian ini
menunjukkan program
UPTD BLK Luwu Utara
dalam mengurangi tingkat
pengangguran belum
sepenuhnya berjalan dengan
efektif, bahwa dari lima
ukuran efektivitas UPTD
BLK Luwu Utara hanya satu
yang berjalan efektif. Empat
ukuran efektifitas UPTD
BLK Luwu Utara yang
lainnya belum sepenuhnya
berjalan efektif, tetapi
walaupun ukuran efektivitas
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BLK Luwu Utara belum
berjalan efektif atau belum
berjalan sepenuhnya, namun
UPTD BLK Luwu Utara
sudah mampu mengurangi
tingkat pengangguran.

4. (Andi Ulfiani
Umar, 2021)
”EFEKTIVITAS
PROGRAM
PELATIHAN
KERJA PADA
DINAS
PENANAMAN
MODAL, PTSP
DAN TENAGA
KERJA DALAM
RANGKA
MENURUNKAN
TINGKAT
PENGANGGUR
AN DI
KABUPATEN
BULUKUMBA
PROVINSI
SULAWESI
SELATAN”

Metode penelitian
yang digunakan
dalam penelitian
ini adalah metode
penelitian kualitatif
dengan jenis
penulisan
deskriptif induktif.

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
program memberikan
pelatihan bagi tenaga kerja
di Kabupaten Bulukumba
yang dijalankan sejak tahun
2016 di Balai Latihan Kerja
Kabupaten Bulukumba
sudah terlaksana dengan
baik namun belum
sepenuhnya efektif.

5. (Ferri dkk, 2022)
“EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN
PROGRAM
PELATIHAN
KERJA PADA UPT
PELATIHAN
KERJA

Metode yang
digunakan dalam
penelitian ini
adalah metode
kualitatif.

Hasil dari penelitian
membuktikan bahwasannya
program pelatihan ini
memberikan efek yang yang
positif terhadap para peserta
untuk bisa mendapatkan
pekerjaan. Dalam hal
pelayanan yang diberikan
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SINGOSARI
DALAM
PENGEMBANGAN
KUALITAS
SUMBER DAYA
MANUSIA”

oleh UPT Pelatihan Kerja
sendiri juga cukup
memuaskan untuk bisa
mengangkat kebutuhan yang
diperlukan peserta untuk
bisa mendapatkan pekerjaan
dan juga meningkatkan
kualitas SDM nya. Dengan
banyaknya mitra kerja dari
UPT Pelatihan Kerja
Singosari ini menjadikan
peserta pelatihan
mempunyai peluang yang
besar juga untuk
mendapatkan pekerjaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang diatas, maka rumusan masalah

pada penelitian ini adalah Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Program

Pelatihan Kerja Bagi Pengangguran Oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota

Bandar Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai ialah untuk mengetahui

Efektivitas Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Bagi Pengangguran Oleh

Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan

dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu sosial dan politik, khususnya
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dalam bidang ketenagakerjaan dengan Peran Efektivitas Pelaksanaan

Program Pelatihan Kerja Bagi Pengangguran Oleh Dinas Ketenagakerjaan

Bandar Lampung.

b. Manfaat Praktis

Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi

dan informasi, ataupun masukan kepada Dinas Ketenagakerjaan khususnya

pada pelatihan kerja bagi masyarakat yang mengalami pengangguran

akibat kurangnya lapangan pekerjaan serta kemauan untuk bekerja, terkait

bagaimana cara mengatasi pengangguran tersebut dengan pelatihan kerja.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pelatihan Kerja

Pelatihan (training) adalah seluruh kegiatan untuk memberi, memperoleh,

meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja , produktivitas,

disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu

sesuai dengan jenjang kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Singkatnya bahwa

pelatihan kerja adalah proses mengajarkan penegtahuan dan keterampian

bekerja serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu

melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan

standar.

Menurut Gomes (2003) dalam Jumawan & Mora (2018), pelatihan merupakan

setiap usaha dalam meperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan

tertentu yang sudah menjadi tanggung jawab perusahaan. Sasaran yang ingin

dicapai pada Pelatihan adalah peningkatan kinerja pengangguran/pegawai,

sedangkan pengembangan cenderung lebih bersifat formal yang mana

kemampuan dan keahlian individu harus dipersiapkan bagi kepentingannya

dalam memperoleh jabatan yang akan datang.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil benang merah bahwa,

pelatihan kerja ini sangat penting dalam konteks pengembangan kinerja bagi

karyawan maupun masyarakat terkhususnya bagi pengangguran yang cukup

banyak jumlahnya di kota Bandar Lampung karena membantu masyarakat

Bandar Lampung dalam menghadapi tantangan keterbatasan lapangan

pekerjaan karena minimnya keterampilan bagi kebutuhan tenaga kerja agar

lebih efektif. Dengan peran pelatihan kerja yang kuat, masyarakat dapat
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dikendalikan menuju keberhasilan yang berkelanjutan dan berdaya guna

untuk masa depan.

2.1.1 Tujuan Pelatihan Kerja

Menurut wexley dan Latham dalam Marwansyah (2016) tujuan pelatihan

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran diri individu.

Meningkatkan kesadaran diri individu merupakan kemampuan individu

untuk bisa mengidentifikasi dan memahami dirinya secara utuh, baik

dari sifat, karakter, emosi, perasaan, pikiran dan cara adaptasi dengan

lingkungan.

2. Meningkatkan keterampilan individu dalam satu bidang keahlian atau

lebih.

Meningkatkan keterampilan individu dalam satu bidang keahlian atau

lebih disebut pelatihan keahlian atau skill training. Pelatihan keahlian

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan

memperdalam keterampilan individu, kelompok, organisasi, atau

lembaga.

3. Meningkatkan motivasi individu untuk melaksanakan tugas atau

pekerjaannya secara secara memuaskan.

Meningkatkan motivasi individu untuk melaksanakan tugas atau

pekerjaannya secara secara memuaskan adalah salah satu cara yang

paling efektif untuk meningkatkan motivasi kerja. Dengan memberikan

pelatihan dan pengembangan karier, karyawan akan merasa lebih

dihargai serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan

dan pengetahuan mereka dalam pekerjaan yang dilakukannya.

2.1.2Metode Pelatihan

Metode pelatihan sangat banyak ragamnya menurut (Suparyadi, 2015),

namun demikian tidak semua jenis metode pelatihan itu cocok untuk

menyajikan semua materi pelatihan dan tidak semua sesuai dengan level

posisi jabatan dan pekerjaan karyawan. Berikut metode pelatihan :
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1. Metode Hands-on Metode Hands-on pada dasarnya adalah pelatihan

yang berpusat pada para peserta. Mereka harus aktif berpartisipasi dalam

program pelatihan baik yang bersifat manajerial maupun operasional.

Pelatihan dengan menggunakan metode Hands-on ini merupakan suatau

sarana yang lebih efektif daripada pelatihan yang diberikan secara

tradisional di dalam ruang kelas. Metode ini sangat bermanfaat karena

memberikan praktik sebenarnya yang membuat lebih mudah dipahami

tentang apa yang dipikirkan oleh peserta pelatihan.

2. Metode On job training (OJT) Metode pelatihan On job training (OJT)

merupakan salah satu metode yang paling baik untuk memberikan

ketrampilan atau kecakapan yang tinggi kepada karyawan, karena

metode ini direncanakan, diorganisasikan, dan dilakukan di tempat kerja,

serta para karyawan dilatih sebagaimana mereka melakukan tugas-tigas

pekerjaannya di mana mereka di gaji untuk itu.

Dengan demikian metode ini mampu memberikan gambaran nyata baik

dari aspek situasi dan kondisi lingkungan kerja sehari-hari maupun dari

aspek perilaku kerja yang harus ditampilkan oleh setiap karyawan

maupun bagi pengangguran khususnya bagi masyarakat yang masih

tergolong dalam kategori pengangguran di Kota Bandar Lampung.

2.2 Tinjauan Dinas Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) adalah Lembaga pemerintahan yang

mempunyai fungsi sebagai Membina, mengendalikan dan pengawasan di

bidang ketenagakerjaan dan memberikan pelatihan bagi calon pekerja agar

memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari tenaga kerja

dan memberikan kesempatan kerja secara luas, peningkatan pelayanan

penempatan tenaga kerja serta untuk memberikan informasi pasar kerja dan

bursa kerja

Payaman Simanjuntak (2000:24), mengartikan Departemen Tenaga Kerja

adalah suatu lembaga pemerintah yang mengupayakan setiap warga negara

dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,

yang dijabarkan dalam tiga tugas pokok yaitu melakukan pelayanan terhadap
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tenaga kerja dalam rangka memasuki persiapan kerja, pelayanan selama

bekerja, dan pelayanan setelah tidak bekerja.

Pengertian Simanjuntak berarti bahwa Departemen Tenaga Kerja merupakan

lembaga pemerintah yang turut serta memperjuangkan hak-hak warga

negaranya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan

memberikan pelayanan sejak persiapan masuk dunia kerja hingga setelah

keluar dari dunia kerja. Berdasarkan dua pendapat tersebut, Departemen

Tenaga Kerja memiliki pengertian sebagai suatu lembaga pemerintah yang

mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan sebagai upaya

dalam membantu setiap warga negara memperoleh pekerjaan dan

penghidupan layak.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung memiliki visi dan misi yang jelas

untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menciptakan peluang kerja,

yaitu “Terwujudnya tenaga kerja yang berkualitas, mandiri, produktif,

profesional, dan sejahtera.” Visi ini mencerminkan komitmen Dinas Tenaga

Kerja untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas tenaga kerja. Untuk

mendapatkan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja

Kota Bandar Lampung adalah :

a) Menciptakan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran

melalui penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri.

b) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar menjadi produktif,

profesional, dan mandiri secara menyeluruh, konsisten, dan

berkesinambungan.

c) Serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis untuk kemajuan

usaha dan kesejahteraan pekerja.

Misi ini bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan jumlah tenaga kerja yang

tersedia tetapi juga kualitas dan profesionalisme mereka, serta memastikan

adanya hubungan yang baik antara pengusaha dan pekerja. (Sumber:

RENSTRA Dinas Tenaga Kerja kota Bandar Lampung 2010 – 2014)
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Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan

kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja

bagi masyarakat, selain itu Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung yaitu

meningkatkan kualitas Tenaga Kerja untuk menciptakan tenaga kerja yang

berkualitas, mandiri, profesional, dan sejahtera yang dilakukan melalui

program pelatihan dan pengembangan keterampilan. Perluasan kesempatan

kerja juga menjadi salah satu fokus utama yang bisa menciptakan lebih

banyak peluang kerja dan mengurangi angka pengangguran melalui

penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri. Dan membangun

hubungan industrial yang harmonius untuk menciptakan hubungan industrial

yang baik antara pekerja dan pengusaha untuk kemajuan usaha serta

kesejahteraan pekerja.

2.2.1 Fungsi Dinas Tenaga Kerja

Dinas tenaga kerja memiliki beberapa fungsi utama yang berfokus pada

pengelolaan dan pengembangan ketenagakerjaan, yaitu :

Dinas tenaga kerja bertugas menetapan kebijakan teknis di bidang

ketenagakerjaan dan transmigrasi, serta melaksanakan dukungan teknis dalam

bidang tersebut. Dinas tenaga kerja juga berperan dalam penyelenggaraan

pelayanan penempatan tenaga kerja, termasuk perluasan kesempatan kerja

dan pengembangan informasi pasar kerja. Fungsi lainnya juga mencakup

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang

ketenagakerjaan, serta pembinaan teknis fungsi pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah.

Dinas tenaga kerja juga menyelenggarakan pelatihan kerja untuk

meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan

pasar.Selain itu dinas tenaga kerja bertanggung jawab atas pembinaan

hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan antara pekerja dan

pengusaha. Dengan demikian, Dinas Tenaga Kerja memiliki peran strategis

dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta

menjaga hubungan yang harmonis antara pekerja dan perusahaan.
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2.2.2 Peran Dinas Tenaga Kerja dalam pelatihan kerja pengangguran

Peran yang dapat dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja antara lain:

1. Menciptakan tenaga kerja yang profesional sesuai kebutuhan pasar

dan terampil, serta menciptakan lapangan pekerjaan, dan menjadi

fasilitator untuk memberikan informasi pekerjaan bagi para pencari kerja.

2. Menciptakan tenaga kerja yang profesional serta terampil, Dinas

Tenaga Kerja mempunyai tugas untuk melatih masyarakat yang tidak

punya keahlian menjadi masyarakat yang berkeahlian.

Hal ini sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

yang terdiri dari Bab XVIII dan Pasal 193 dijelaskan bahwa “pelatihan

kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,

meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas,

disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian

tertentu sesuai dengan jenjang jabatan atau pekerjaan”. Dengan

memberikan pelatihan dan keterampilan maka dapat membentuk skill atau

keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja sesuai yang dibutuhkan oleh

pasar kerja atau perusahaan, serta membantu menyerap jumlah

pengangguran, dan juga agar para pencari kerja bisa mandiri dalam

mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. (Mariono,

2017)

2.3 Tinjauan Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan,

pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari

pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang

tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai

bekerja. Menurut Hasyim (2017) pengangguran merupakan masalah strategi

dalam perekonomian secara makro, karena berpengaruh langsung kepada

standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat. Sedangkan menurut

Nanga (2001) pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang

tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara

aktif tidak sedang mencari pekerjaan.
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Pengangguran atau bisa disebut juga tunakarya adalah istilah untuk orang

yang tidak bekerja sama sekali, atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran

umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja

tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran

merupakan masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya

pengangguran produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang sehingga

menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

2.3.1 Jenis Pengangguran

Menurut Sukirno (2007) terdapat beberapa kelompok pengangguran yang

dilihat dari jam kerja dan penyebab terjadinya pengangguran.yaitu:

1) Jenis pengangguran menurut lama waktu kerja :

a) Pengangguran Terbuka Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja

yang tidak mempunyai pekerjaan dan telah berusaha mencari pekerjaan

secara maksimal, sementara lapangan kerja yang tersedia tidak cocok

dengan latar belakang pendidikannya atau malas mencari pekerjaan.

b) Setengah Menganggur Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang

tidak bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja atau

pekerjaan dan bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

c) Pengangguran Terselubung Pengangguran terselubung adalah tenaga

kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak memperoleh

pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

2) Jenis pengangguran menurut penyebab terjadinya :

Pengangguran Friksional (Frictional Unemployment) Pengangguran

friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan

adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar

kerja dengan pembuka lamaran pekerja tidak mampu memenuhi

persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju

suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan

sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari

sebelumnya.
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1) Pengangguran Konjungtural (Cycle Unemployment) Pengangguran

konjungtural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan

gelombang naik turunnya kehidupan perekonomian atau siklus

ekonomi.

2) Pengangguran Struktural (Structural Unemployment) Pengangguran

struktural adalah pengangguran yang disebabkan karena

ketidakcocokan antara struktur para pencari kerja dengan

keterampilan, bidang keahlian, maupun daerah lokasinya dengan

struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi.

3) Pengangguran Musiman (Seasonal Unemployment) Pengangguran

musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi

kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang

harus menganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim

tanam dan pedagang durian yang menanti musim durian.

4) Pengangguran Siklikal Pengagguran siklikal adalah pengangguran

yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga

permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.

5) Pengangguran Teknologi Pengangguran teknologi adalah

pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau pergantian tenaga

manusia menjadi tenaga mesin-mesin.

6) Pengangguran Siklus Pengangguran siklus adalah pengangguran

yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena

resesi. Pengangguran siklus juga disebabkan oleh kurangnya

permintaan masyarakat.
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2.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran

Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor, terutama

jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak memadai atau tidak sesuai

dengan jumlah tenaga kerja yang ada. Menurut Franita (2016) faktor-faktor

yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut:

1. Besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja

(sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja).

2. Struktur lapangan kerja yang tidak seimbang (kurang meratanya lapangan

pekerjaan).

3. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja.

4. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga

terdidik tidak seimbang.

5. Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh

struktur angkatan kerja.

6. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang.

7. Kegiatan ekonomi yang menurun.

8. Kemajuan teknologi.

9. Kemunduran perkembangan suatu industri.

10. Kurangnya informasi yang dimiliki oleh para pencari kerja.

11. Masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan

pelatihan untuk meningkatkan soft skill.

12. Budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja yang membuat

para pencari kerja mudah menyerah.

2.3.3 Dampak Pengangguran

Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan

kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun, dan

bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu

dampak pengangguran. Berikut beberapa dampak pengangguran terhadap

perekonomian dan kehidupan sosial (Ishak, 2018). Antara Lain :

1) Menurunkan aktivitas perekonomian. Pengangguran menyebabkan daya

beli masyarakat menurun. Daya beli masyarakat yang menurun

menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Hal ini
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menyebabkan para pengusaha dan investor tidak bersemangat melakukan

perluasan dan mendirikan industri baru sehingga aktivitas perekonomian

menjadi turun.

2) Menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Orang

yang tidak bekerja (menganggur) tidak akan menghasilkan barang dan

jasa. Itu berarti semakin banyak orang menganggur maka PDB (Produk

Domestik Bruto) yang dihasilkan akan menurun. PDB yang menurun

akan menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi sekaligus turunnya

pendapatan perkapita. Jika pendapatan perkapita turun maka tingkat

kesejahteraan masyarakat juga ikut turun.

3) Biaya sosial meningkat. Pengangguran juga mengakibatkan meningkatnya

biaya sosial. Karena, pengangguran mengharuskan masyarakat memikul

biaya-biaya, seperti biaya perawatan pasien yang stress (depresi) karena

menganggur, biaya keamanan dan biaya pengobatan akibat meningkatnya

tindakan kriminal yang dilakukan oleh penganggur, serta pemulihan dan

renovasi beberapa tempat akibat demonstrasi dan kerusakan yang yang

dipicu oleh ketidakpuasan dan kecemburuan sosial para penganggur.

4) Menurunkan tingkat keterampilan. Dengan menganggur tingkat

keterampilan seseorang akan menurun. Semakin lama menganggur,

semakin menurun pula tingkat keterampilan seseorang

5) Penerimaan negara menurun. Orang yang menganggur tidak memiliki

penghasilan. Itu artinya semakin banyak orang yang menganggur maka

akan semakin turun pula peneriman negara yang diperoleh dari pajak

penghasilan.

6) Bertambahnya tindakan criminal. Seseorang pasti dituntut untuk

memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya terutama makan agar bisa

bertahan hidup. Seorang yang tidak memiliki pekerjaan bisa saja

melakukan kriminal seperti mencuri, mencopet, menjambret atau bahkan

sampai membunuh demi mendapatkan sesuap nasi.

7) Meningkatnya pengamen dan pengemis. Tak berbekal pendidikan dan

keterampilan seorang pengangguran tidak jarang memilih untuk

mengandalkan belas kasihan orang lain dengan cara mengemis.
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2.4 Kerangka Pemikiran

Efektivitas adalah suatu keadaan atau kondisi yang menyatakan seberapa

besar upaya pada kegiatan yang dilakukan memberikan dampak keberhasilan

dalam proses dan hasilnya terhadap apa yang hendak dicapai atau yang

ditargetkan, baik oleh seseorang (individu) maupun organisasi. Kurniawan

(2005), mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas,

fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara

pelaksanaannya.

Kemudian, menurut Mahmudi (2015), efektivitas merupakan hubungan antara

output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output

terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau

kegiatan. Lebih lanjut, efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam

mencapai tujuan atau sasaran, atau sebagai ukuran berhasil atau tidaknya

suatu organisasi dan pemerintahan dalam mencapai tujuan (Serlin, Qomariyah

& Manguntara, 2021).

Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai efektivitas, penelitian ini diukur

menggunakan indikator dari berbagai aspek efektivitas. Berdasarkan pendapat

Muasaroh (2010: 13), efektivitas suatu program dapat dilihat dari beberapa

aspek, antara lain:

1. Aspek Tugas atau Fungsi merupakan salah satu elemen utama yang

menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat efektivitas sebuah lembaga maupun

suatu program pembelajaran. Sebuah lembaga dapat dikatakan efektif apabila

mampu melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang menjadi tanggung

jawabnya secara optimal, terstruktur, dan sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas lembaga sangat

bergantung pada seberapa baik lembaga tersebut menjalankan peran dan

kewajibannya dalam rangka mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam

konteks program pelatihan, efektivitas dapat diukur dari kemampuan program

tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Tugas utama

program pelatihan meliputi penyampaian materi secara sistematis,
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pengembangan kompetensi peserta didik, serta evaluasi hasil belajar yang

dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Fungsi program pelatihan

tidak hanya terbatas pada proses transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup

pembinaan sikap, keterampilan, serta pengembangan potensi peserta didik

secara menyeluruh. Suatu program pelatihan dapat dikatakan efektif apabila

seluruh tugas dan fungsi yang melekat pada program tersebut dapat berjalan

dengan lancar, terorganisasi dengan baik, dan menghasilkan output yang

sesuai dengan tujuan pelatihan yang telah dirancang. Hal ini mencakup

kemampuan program dalam mengelola sumber daya, metode pembelajaran,

serta evaluasi yang tepat sehingga memberikan dampak positif terhadap

peningkatan kualitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi peserta.

Secara keseluruhan, aspek tugas dan fungsi menjadi landasan fundamental

dalam menilai efektivitas baik lembaga maupun program pembelajaran.

Efektivitas baru dapat tercapai apabila pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut

dilakukan secara konsisten, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan serta

tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, keberhasilan lembaga atau

program pelatihan sangat bergantung pada bagaimana tugas dan fungsi

tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

2. Aspek rencana atau program merupakan salah satu faktor krusial yang

sangat menentukan tingkat keberhasilan dan efektivitas suatu kegiatan,

lembaga, maupun program pembelajaran. Rencana yang terprogram dengan

baik mencakup perencanaan yang matang, sistematis, dan terstruktur

sehingga setiap langkah yang akan dilaksanakan sudah dipersiapkan secara

detail dan terukur. Dengan adanya rencana yang jelas dan terprogram,

pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terarah dan terkontrol sehingga

meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan maupun hambatan yang

tidak diinginkan. Suatu rencana atau program dapat dikatakan efektif apabila

seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat

dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan yang sesuai dengan rencana

menunjukkan bahwa proses perencanaan tidak hanya sekadar dokumen

formal, melainkan benar-benar menjadi pedoman nyata dalam menjalankan
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aktivitas sehari-hari. Hal ini mencerminkan tingkat kedisiplinan, koordinasi,

dan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

program. Selain itu, efektivitas rencana atau program juga dapat dilihat dari

kemampuan dalam mengantisipasi perubahan dan tantangan yang mungkin

muncul selama pelaksanaan. Rencana yang baik biasanya juga mencakup

strategi pengelolaan risiko dan penyesuaian yang fleksibel agar tujuan akhir

tetap dapat dicapai meskipun terdapat dinamika di lapangan. Dengan

demikian, efektivitas sebuah rencana atau program tidak hanya diukur dari

kesesuaian pelaksanaan terhadap rencana awal, tetapi juga dari kemampuan

adaptasi dan responsif terhadap situasi yang berkembang. Secara keseluruhan,

apabila seluruh rencana yang telah disusun secara terprogram dapat

dilaksanakan dengan baik, terorganisasi, dan memberikan hasil yang sesuai

dengan harapan, maka rencana atau program tersebut dapat dinilai sebagai

suatu program yang efektif. Keberhasilan ini tentunya menjadi indikator

penting dalam meningkatkan kualitas kinerja lembaga maupun keberhasilan

suatu program pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Aspek ketentuan dan peraturan merupakan salah satu faktor penting dalam

menilai efektivitas suatu program. Efektivitas program dapat dilihat dari

sejauh mana aturan-aturan atau ketentuan yang telah dibuat benar-benar

berfungsi dan dijalankan dengan baik dalam rangka menjaga

keberlangsungan serta kelancaran proses kegiatan yang sedang berlangsung.

Aturan yang dibuat tidak hanya sekadar menjadi pedoman tertulis, tetapi

harus mampu mengatur dan mengendalikan pelaksanaan program agar sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ketentuan dan peraturan ini mencakup

berbagai aspek yang berhubungan dengan seluruh pihak yang terlibat, baik itu

pengelola, pelaksana, maupun peserta program. Jika aturan-aturan tersebut

dapat diterapkan secara konsisten dan efektif, maka program akan berjalan

dengan tertib, terstruktur, dan minim gangguan yang dapat menghambat

pencapaian hasil. Sebaliknya, apabila aturan tidak berfungsi dengan baik atau

tidak ditaati, maka proses pelaksanaan program akan terganggu, sehingga

mengurangi tingkat keberhasilan dan efektivitas program tersebut. Selain itu,

keberfungsian ketentuan dan peraturan juga berperan dalam menciptakan
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lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung, di mana setiap individu

memahami peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan demikian, ketentuan dan peraturan yang efektif akan membantu

menjaga disiplin, mengurangi konflik, serta memastikan bahwa seluruh

proses kegiatan dapat berjalan secara berkesinambungan dan sesuai dengan

rencana. Secara keseluruhan, efektivitas suatu program sangat bergantung

pada berfungsinya ketentuan dan peraturan yang telah disusun. Aturan yang

mampu mengatur dan mengarahkan pelaksanaan program dengan baik akan

menjamin kelangsungan proses kegiatan serta pencapaian tujuan program

secara optimal. Oleh karena itu, aspek ketentuan dan peraturan menjadi salah

satu tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan dan efektivitas sebuah

program.

4. Aspek tujuan atau kondisi ideal merupakan salah satu tolok ukur utama

dalam menilai efektivitas suatu program kegiatan. Suatu program dikatakan

efektif dari sudut hasil apabila tujuan yang telah dirumuskan secara jelas dan

kondisi ideal yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut dapat

tercapai dengan baik dan optimal. Dengan kata lain, keberhasilan sebuah

program tidak hanya diukur dari proses pelaksanaannya saja, tetapi juga dari

sejauh mana hasil akhir atau output program mampu memenuhi sasaran dan

harapan yang telah ditetapkan sejak awal. Dalam konteks pelaksanaan

program peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, efektivitas

program dapat dikatakan tercapai apabila hasil pengukuran menggunakan

indikator-indikator aspek efektivitas menunjukkan hasil yang positif dan

memuaskan. Indikator tersebut meliputi pencapaian aspek tugas atau fungsi,

aspek rencana atau program, aspek ketentuan atau peraturan, serta aspek

tujuan atau kondisi ideal itu sendiri. Jika seluruh aspek ini dapat terpenuhi

dengan baik, maka program tersebut dapat dinilai berhasil dalam

meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja secara signifikan.

Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang dihasilkan dari

program ini sangat penting karena berkontribusi langsung pada pencapaian

tujuan strategis, seperti pengurangan tingkat pengangguran. Dengan

kompetensi yang lebih baik, tenaga kerja menjadi lebih siap dan mampu
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menghadapi tuntutan pasar kerja yang semakin kompetitif, sekaligus

meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil kerja mereka. Hal ini tidak hanya

berdampak positif bagi individu tenaga kerja, tetapi juga bagi organisasi dan

perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, efektivitas program peningkatan

kompetensi dan produktivitas tenaga kerja juga dapat dilihat dari

keberlanjutan dampak positif yang dihasilkan, seperti peningkatan motivasi,

kepuasan kerja, serta kemampuan adaptasi tenaga kerja terhadap perubahan

dan perkembangan teknologi maupun kebutuhan industri. Dengan demikian,

program yang efektif akan mampu menciptakan tenaga kerja yang tidak

hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki sikap profesional dan etos

kerja yang tinggi. Secara keseluruhan, efektivitas pelaksanaan program

peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sangat bergantung

pada terpenuhinya berbagai aspek efektivitas, mulai dari pelaksanaan tugas

dan fungsi, perencanaan yang matang, penerapan ketentuan dan peraturan

yang berlaku, hingga tercapainya tujuan atau kondisi ideal yang telah

ditetapkan. Keberhasilan program ini menjadi salah satu kunci dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi angka

pengangguran, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan

ekonomi dan sosial di tingkat nasional maupun regional.
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Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian.

Sumber Diolah Peneliti 2024

PERMASALAHAN MENGENAI
JUMLAH TENAGA KERJA YANG
TIDAK TERSERAP DI KOTA

BANDAR LAMPUNG

PROGRAM PELATIHAN KERJA BAGI
PENGANGGURAN OLEH DINAS TENAGA
KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG

TEORI EFEKTIVITAS MENURUT MUASAROH :

1. ASPEK TUGAS ATAU FUNGSI

2. ASPEK RENCANA ATAU PROGRAM

3. ASPEK KETENTUAN DAN PERATURAN

4. ASPEK TUJUAN ATAU KONDISI IDEAL

TIDAK EFEKTIF
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian terhadap Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Dalam

Pelaksanaan Program Pelatihan Tenaga Kerja menggunakan metode

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendapat Saryono (2010)

mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dirancang untuk menyelidiki,

menemukan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari dampak sosial

yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini

digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku,

sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek. Dengan kata lain, jenis

penelitian tersebut, tidak bisa menggunakan metode kuantitatif. Melalui

penelitian kualitatif penulis dapat mengeksplorasi secara mendalam terkait

Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja

Kota Bandar Lampung.

Berbeda dengan pendapat Sugiono (2005) yang mengartikan bahwa penelitian

kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami

tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara sederhana, dapat

pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti

kondisi atau situasi si objek penelitian. Menurut Saryono, metode penelitian

kualitatif selain digunakan untuk menyelidiki, menemukan dan

menggambarkan objek yang diteliti. Ternyata juga dapat digunakan untuk

menjelaskan atau menuliskan keistimewaan dari pengaruh sosial yang

kemudian dijelaskan dan diukur menggunakan pendekatan kuantitatif.

Metode penelitian kualitatif menurut Danim (2002) mengartikan bahwa

kualitatif termasuk konstruktivisme yang beranggapan bahwa realita memiliki
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dimensi jamak dan interaktif. Dapat pula diartikan sebagai upaya pertukaran

pengalaman sosial yang dapat didefinisikan lewat hasil penelitian. Jadi,

penelitian kualitatif beranggapan bahwa kebenaran itu bersifat dinamis dan

dapat ditemukan melalui kajian terhadap orang melalui interakasi ataupun

lewat situasi sosial.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ialah dalam

menganalisis sebuah fenomena sangat membutuhkan data pendukung, yaitu

seperti data yang diperoleh dengan teknik wawancara. Analisis penelitian

yang berdasarkan fakta yang ada dilapangan nantinya menjadi teori

pembahasan, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan makna yang

mendalam yaitu data yang sebenarnya terkait pada peran Dinas Tenaga Kerja

Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja (Studi

Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi

penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.

Peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi yang strategis serta Dinas

Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung juga memiliki pengalaman dan

keterampilan yang luas dalam melaksanakan Program Pelaksanaan Pelatihan

Tenaga Kerja.

3.3 Fokus Penelitian

Louis Cohen, Lawrence Manion, dan Keith Morrison (2018) mengemukakan

fokus penelitian diartikan sebagai pernyataan jelas tentang apa yang akan

diteliti dan mengapa hal tersebut bisa penting. Ini berfungsi sebagai panduan

bagi peneliti untuk mempersempit lingkup penelitian mereka. Peneliti

menetapkan fokus penelitian ini sesuai dengan penelitian yang berdasarkan

nilai temuan serta berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori dan

informan. Fokus penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam

memandu dan mengarahkan jalannya suatu Penelitian. Fokus memberikan
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batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti

fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Fokus penelitian ini melihat bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Kota

Bandar Lampung Dalam Mendampingi Pelatihan Tenaga Kerja (Studi Pada

Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung) dengan teori efektivitas merujuk pada

kemampuan suatu organisasi, program, atau kegiatan dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Teori efektivitas mencakup berbagai dimensi, mulai

dari pencapaian target hingga pemanfaatan sumber daya secara optimal.

Efektivitas diukur melalui perbandingan antara hasil yang dicapai dan tujuan

yang telah ditetapkan, serta melibatkan berbagai faktor internal dan eksternal

organisasi dalam proses pencapaian tersebut.

3.4 Sumber Data

Lexy J.Moleong (2014) Dalam penelitian kualitatif, sumber data adalah

subjek dari mana informasi atau data dapat dikumpulkan untuk menjawab

masalah penelitian. Sumber data ini meliputi kata-kata, tindakan, dokumen,

serta kondisi lingkungan yang relevan. Menurut Ridwan (2008), sumber data

dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data

sekunder:

1. Data Primer Data utama yang di peroleh secara langsung dari tangan

pertama dilapangan berdasarkan hasil wawancara. Data Primer diperoleh

langsung dengan mewawancarai Ibu Rina Susanti, S.Kom.,M.M selaku

Pejabat Fungsional Perencana Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan

data kepada pengumpul data. Sumber data ini akan dikutip dari sumber

lain dalam bentuk dokumen seperti literatur, brosur dan karangan para ahli

yang dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti serta

diperoleh dari proses belajar mengajar dan beberapa dokumen berupa data

penunjang.

3.5 Informan Penelitian
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Informan penelitian yang digunakan peneliti adalah informan terpercaya yang

mengetahui dan paham mengenai permasalahan Dinas Tenaga Kerja Kota

Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan Program Pelatihan Tenaga Kerja.

Tabel 3. Informan Penelitian

NO Nama Jabatan Alasan Pemilihan

1 Rina Susanti Pejabat

Fungsional

Perencana

Pejabat fungsional

perencana

memiliki peran

utama dalam

menyusun,

merumuskan, dan

mengembangkan

rencana program

pelatihan kerja

yang efektif dan

sesuai dengan

kebutuhan tenaga

kerja serta tujuan

pengentasan

pengangguran

2 Lili Halida Kasubag

Keuangan dan

Aset

Kasubag

Keuangan dan

Aset bertanggung

jawab mengelola

administrasi

keuangan dan aset

yang menjadi

dasar pendanaan

dan kelancaran

pelaksanaan

program pelatihan
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kerja, sehingga

wawancara dapat

mengungkap

bagaimana

anggaran

dialokasikan dan

dikelola secara

efisien.

3 Ahmad Yusman

Mara

Kepala UPT BLK Kepala BLK
memiliki peran
sentral dalam
mengelola dan
mengarahkan
program pelatihan
kerja yang
bertujuan
meningkatkan
keterampilan dan
kualitas tenaga
kerja, sehingga
dapat memberikan
gambaran
langsung tentang
strategi dan
efektivitas
pelatihan yang
dijalankan.

4 Bulan Surya

Ramadhani

Peserta Pelatihan

Tata Rias Tahun

2023

Sebagai peserta
pelatihan tahun
2023 karena telah
memiliki
pengalaman
langsung dalam
mengembangkan
keterampilan
praktis dan
pengetahuan yang
relevan dengan
bidang Tata Rias



33

5 Herlita Anggraini Peserta Pelatihan

Tata Busana

Tahun 2023

Sebagai peserta
pelatihan tahun
2023 karena telah
memiliki
pengalaman
langsung dalam
mengembangkan
keterampilan
praktis dan
pengetahuan yang
relevan dengan
bidang Tata
Busana

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengambilan data yang dapat dilakukan, adapun teknik

pengambilan data yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang

dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak,

berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan

(Anas Sudijono, 2010). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk

tugas tertentu, mencoba mendapatkan informasi dari responden secara

lisan, dan untuk berkomunikasi tatap muka (Koentjaraningrat).

Wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanya

jawab dengan seseorang pejabat dan sebagainya yang diperlukan untuk

dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat

dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar

televisi. Wawancara diartikan sebagai bentuk komunikasi langsung antara

Peneliti dan responden. Komunikasi terjadi secara langsung dalam bentuk

tatap muka sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media

yang melengkapi kata-kata verbal (Gulo, 2002).Wawancara adalah alat

yang sangat baik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan,

perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya

(Sutrisno Hadi, 1989).
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Dari berbagai definisi di atas, wawancara dapat dipahami sebagai metode

pengumpulan data yang melibatkan dialog antara pewawancara dan

narasumber untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan

penelitian. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai format (terstruktur,

semi terstruktur, atau tidak terstruktur) tergantung pada kebutuhan

penelitian dan konteks situasi. Wawancara ini dilakukan secara mendalam

dengan terlebih dahulu menentukan informan sesuai dengan kompetensi

dan tugasnya pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung serta

Partisipan Program Pelatihan Kerja yang terlibat dalam program pelatihan

tenaga kerja yang didampingi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar

Lampung. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu

proses wawancara yang menggunakan panduan berasal dari

pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, dalam pelaksanaannya

lebih fleksibel dan bertujuan untuk menemukan permasalahan lebih

terbuka.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan dokumen yang berisi informasi yang relevan

mengenai pertanyaan penelitian. Tujuan dari dokumentasi adalah untuk

mengumpulkan data tentang latar belakang dan konteks sejarah penelitian.

Dokumentasi dapat berupa laporan, foto, gambar, buku harian, surat, dan

sebagainya (Julmi, 2020). Alasan Peneliti menggunakan metode

pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang

akurat dalam Penelitian. Dokumentasi juga menjadi bahan acuan peneliti

untuk melihat data-data berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu

yang belum begitu lama.

3.7 Teknik Pengelolaan Data

Saat data telah diperoleh, maka selanjutnya yaitu teknik pengelolaan data.

Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk dalam Singarimbun (2008)

terdiri dari beberapa langkah penting yang dirancang untuk memastikan data

yang telah dikumpulkan dapat diolah dan dianalisis dengan efektif,

diantaranya ialah:
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1. Editing Data

Menurut Zainal Arifin (2013) Editing adalah proses pemeriksaan dan

perbaikan terhadap naskah tulisan untuk memastikan keakuratan,

konsistensi, dan kesesuaian dengan pedoman penulisan yang berlaku.

Editing bertujuan untuk memperbaiki tata bahasa, ejaan, format, dan isi

agar lebih berkualitas dan mudah dipahami. Dalam proses ini, Peneliti

mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-

pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilih serta

menentukan data-data yang diperlukan untuk Penelitian.

Mengolah kegiatan observasi yaitu Peneliti mengumpulkan data-data yang

menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

Editing bertujuan untuk menghilangkan kesalahan dalam pencatatan,

memastikan bahwa semua jawaban telah diisi dengan benar, dan

memperbaiki keterbacaan tulisan (Singarimbun, 2008).

2. Interpretasi Data

Interpretasi data adalah proses memaknai dan memberikan arti pada

kumpulan data yang telah diolah. Proses ini bertujuan untuk

mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara variabel yang ada dalam

data tersebut, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat

dan relevan dengan tujuan penelitian. Interpretasi penelitian juga

dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang

bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak

menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

Hasil Penelitian akan dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran

juga ditentukan agar relevan dengan hasil Penelitian. Interpretasi data

menjadi langkah yang krusial dalam proses penelitian karena

memungkinkan peneliti untuk memberikan makna pada informasi yang

telah dikumpulkan dan dianalisis. Proses ini melibatkan pengumpulan,

analisis, dan penyajian hasil dengan cara yang dapat dipahami dan

digunakan untuk pengambilan keputusan.
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3.8 Teknik Penyajian Data

Analisis data merupakan proses mengatur data, mengorganisasikannya ke

dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Patton 1980). Komarudin

menggambarkan analisis data sebagai kegiatan yang meliputi proses untuk

berpikir, merinci, dan menguraikan sesuatu untuk dijadikan komponen

sehingga masing-masing bisa dimengerti dengan mudah. Baik itu tentang

hubungan antara komponen, fungsi dari masing-masing komponen, maupun

fungsinya secara keseluruhan (Great Nusa, 2023).

Sugiyono (2018) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun

orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018) analisis data

dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah

jenuh. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan

mengikuti model interaktif sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018), reduksi data adalah proses merangkum,

memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting

dari data yang diperoleh di lapangan. Reduksi ini membantu peneliti untuk

mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan

data selanjutnya serta pencarian informasi jika diperlukan. Sedangkan

menurut Miles dan Huberman mendefinisikan reduksi data sebagai suatu

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan

membuang data yang tidak perlu. Proses ini juga melibatkan
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pengorganisasian data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat

ditarik dan diverifikasi. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir

kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian

data ini merupakan suatu langkah yang penting dalam proses penelitian

yang berfungsi untuk menyampaikan hasil analisis kepada pembaca

dengan cara yang jelas dan terstruktur, termasuk penggunaan tabel, grafik,

dan diagram.

Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa penyajian data dalam penelitian

kualitatif bertujuan untuk menyusun informasi yang telah dikumpulkan

secara sistematis sehingga memudahkan analisis dan interpretasi.

Penyajian ini bisa dilakukan dalam bentuk deskripsi naratif atau tabel.

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun

sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ialah

penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa penarikan

kesimpulan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah

penuh. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru

yang sebelumnya belum pernah ada.

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang

sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Menurut Sugiyono (2018) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin

juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan

perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara

dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

Dalam hal ini, peneliti sangat berharap dan berusaha kesimpulan yang

dicapai mampu menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah
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dirumuskan sejak awal yang berkaitan dengan Bagaimana Peran Dinas

Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam Melaksanakan Program

Pelatihan Tenaga Kerja (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar

Lampung).

3.9 Teknik Validasi Data

Moleong (2010) menyatakan bahwa validasi data dalam penelitian kualitatif

mencakup kepercayaan terhadap hasil penelitian yang diperoleh melalui

berbagai teknik pengumpulan data dan analisis yang sistematis. Penelitian

kualitatif melibatkan beberapa aspek penting untuk memastikan keabsahan

dan kredibilitas data yaitu:

1. Uji Kredibilitas (Credibility) atau kepercayaan terhadap data hasil

penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi

dengan teman sejawat dan analisis kasus negatif. Agar hasil data dapat

dipercaya, peneliti melakukan triangulasi, yaitu berusaha untuk meninjau

kebenaran data tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh

dari sumber lain dengan menggunakan metode yang berlainan dan pada

waktu yang berlainan.

Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti melakukan peninjauan dalam

berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan

yang berasal dari elemen yang berbeda. Selain itu peneliti melakukan

pendalaman dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan

dokumentasi (Sugiyono, 2019).

2. Uji keteralihan (Transferability) Dalam membuat laporannya, peneliti

akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis dan dapat

dipercaya. Dengan demikian maka pembaca akan menjadi lebih jelas atas

hasil penelitian tersebut. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh

gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam apa suatu hasil penelitian

dapat diberlakukan (transferability), maka laporan tersebut memenuhi

standar transferabilitas (Sugiyono, 2019).
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung didirikan berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 mengenai Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, hal ini diperkuat dengan

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2016 yang mengatur

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja

berfungsi sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah yang mengelola urusan

pemerintahan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung

4.2.1 Tugas

Dinas Tenaga Kerja bertugas mendukung Walikota dalam merancang dan

melaksanakan kebijakan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

4.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas yang disebutkan pada pasal 3, Dinas Tenaga

Kerja menjalankan fungsi-fungsi berikut:

a. Menyusun kebijakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;

b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan;

c. Melakukan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

d. Melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

e. Menjalankan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
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4.3 Susunan Organisasi

1. Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekertariat:

1) Sub Bagian Program dan Informasi

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3) Sub Bagian keuangan dan Aset

c. Bidang Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja :

1) Seksi Pelatihan Kerja

2) Seksi Kompetensi dan Sertifikasi

3) Seksi Bina Lembaga Pelatihan Kerja

d. Bidang Produktivitas dan Transmigrasi

1) Seksi Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja

2) Seksi Pemagangan Tenaga Kerja

3) Seksi Penataan dan Pengembangan Transmigrasi

e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

3) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kersempatan Kerja

f. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

1) Seksi Hubungan Industrial

2) Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek

3) Seksi Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan Tenaga Kerja

g. Unit Pelaksanaan Teknis

h. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bagian Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Sebagai Mana Tercantum

pada Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan dari Peraturan

ini.
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4.4 Uraian Unsur Tugas Dinas

1. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas Tenaga Kerja bertugas untuk memimpin, mengoordinasikan,

dan melaksanakan sejumlah urusan Pemerintahan Daerah di bidang

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, serta Pelatihan dan

Keterampilan Tenaga Kerja.

2) Dalam menjalankan tugas yang disebutkan pada ayat (1), Kepala Dinas

Tenaga Kerja memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Menyusun kebijakan teknis di bidang Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian yang mencakup Pelatihan dan Keterampilan Tenaga

Kerja, produktivitas, Transmigrasi, serta Hubungan Industrial dan

Perlindungan Tenaga Kerja.

b. Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah

di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sesuai dengan ruang

lingkup tugasnya.

c. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang

penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan

keterampilan tenaga kerja, produktivitas, Transmigrasi, serta

hubungan industrial dan perlindunganTenagaKerja

d. Mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan lembaga/instansi serta

masyarakat terkait kegiatan di bidang Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja,

Produktivitas, Transmigrasi, serta Hubungan Industrial dan

Perlindungan Tenaga Kerja.

e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

f. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekertariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya.

2. Sekretaris memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dinas di

bidang kesekretariatan, yang mencakup Penyusunan Program Informasi

Urusan Umum dan Kepegawaian, serta Pengelolaan Keuangan dan Aset.
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3. Dalam melaksanakan tugas yang disebutkan pada ayat (2), Sekretaris

memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

b. Mengumpulkan dan menyusun program kegiatan serta memberikan

informasi.

c. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan terkait administrasi umum

dan kepegawaian, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta

keuangan dan aset.

d. Mengelola kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait

pelaksanaan program kegiatan Dinas.

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan (3) sekertaris dibantu oleh: a. Sub Bagian Program dan Informasi

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan dan

aset

5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

Sekertaris.

3. Bidang Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja

1) Bidang Pelatihan dan Keterampilan Tenaga kerja dipimpin oleh seorang

kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas

2) Bidang Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja bertugas untuk

merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan di bidang

pelatihan kerja, kompetensi, sertifikasi, dan pembinaan lembaga pelatihan

kerja.

3) Dalam menjalankan tugas yang disebutkan pada ayat (2), Bidang Pelatihan

dan Keterampilan Tenaga Kerja memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pelatihan dan Keterampilan

Tenaga Kerja.

b. Melaksanakan kebijakan dan kewenangan di bidang Pelatihan dan

Keterampilan Tenaga Kerja.
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c. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan

dan tugas di Bidang Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja.

d. Mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan lembaga/instansi terkait di

bidang Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja.

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi

(PBK).

f. Melaksanakan verifikasi informasi regulasi di bidang pelatihan kerja yang

akan disebarkan kepada lembaga pelatihan kerja swasta.

g. Mengkoordinasikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di

lembaga pelatihan kerja swasta.

h. Pelaksanaan bimbingan Lembaga pelatihan kerja swasta ataupun

pemerintah dan kursus-kursus keterampilan

i. Prnyusunnan ketetapan Metode Sertifikasi dan kompetensi Pelaksanaan

Pelatihan Tenaga Kerja Swasta ataupun Pemerintah dan Kursus-Kursus

Keterampilan

j. Pelaksanaan peningkatan SDM Tenaga Kerja melalui pelatihan dan

program pemanganan pada perusahaan baik dalam negeri maupun luar

negeri

k. Penerbitan izin penyelenggaraan pelatihan bagi Lembaga Pelatihan Kerja

dan Kursus-kursus keterampilan

l. Pemberian tanda daftar Lembaga Pelatihan Pemerintah dan Lembaga

Pelatihan perusahaan

m. Pelaksanaan Kerjasama dengan pihak ketiga di Bidang Pelatihan dan

Keterampilan Tenaga Kerja

n. Pelaksanaan pemantauan monitoring dan evaluasi terhadap pemagangan

tenaga kerja

o. Pelaksanaan monitoring evalusi dan pelaporan

p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan (3) Bidan Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja dibantu oleh

a. Seksi Pelatihan Kerja

b. Seksi Kompetensi dan Sertifikasi

c. Seksi Bina Lembaga dan pelatihan kerja
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5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4) Bidang Produktifitas dan Transmigrasi

1) Bidang Produktivitas dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

2) Bidang Ptoduktivitas dan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan

dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan di Bidang

Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja, Pemagangan Tenaga Kerja

serta Penaatan dan Pengembangan Transmigrasi.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Bidang Produktivitas dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Produktivitas

Tenaga Kerja, Pemagangan Tenaga Kerja serta Penaatan dan

Pengembangan Transmigrasi.

b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di Bidang Pengembangan

Produktivitas tenaga Kerja, Pemagangan Tenaga Kerja serta Penaatan

dan Pengembangan Transmigrasi.

c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas Bidang

Pengembangan Pengembangan Transmigrasi.

d. Pengordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan

Bidang Pengembangan Produktivitas tenaga Kerja, Pemagangan

Tenaga Kerja serta Penaatan dan Pengembangan Transmigrasi.

e. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan.

f. Pelaksanaan fasilitas dan konsultasi tentang produktivitas kepada

perusahaan.

g. Pengoordinasi pengukuran produktivitas tingkat kota.

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

i. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan atasan.

j. Pelaksanaan peningkatan SDM Tenaga Kerja melalui pelatihan dan

program pemanganan pada perusahaan baik dalam negeri maupun luar

negeri
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k. Penerbitan izin penyelenggaraan pelatihan bagi Lembaga Pelatihan

Kerja dan Kursus-kursus keterampilan

l. Pemberian tanda daftar Lembaga Pelatihan Pemerintah dan Lembaga

Pelatihan perusahaan

m. Pelaksanaan Kerjasama dengan pihak ketiga di Bidang Pelatihan dan

Keterampilan Tenaga Kerja

n. Pelaksanaan pemantauan monitoring dan evaluasi terhadap

pemagangan tenaga kerja

o. Pelaksanaan monitoring evalusi dan pelaporan

p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

4. Bidang Produktifitas dan Transmigrasi

1) Bidang Produktivitas dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

2) Bidang Ptoduktivitas dan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan serta kewenangan di Bidang Pengembangan

Produktivitas Tenaga Kerja, Pemagangan Tenaga Kerja serta Penaatan dan

Pengembangan Transmigrasi.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Produktivitas dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Produktivitas

Tenaga Kerja, Pemagangan Tenaga Kerja serta Penaatan dan

Pengembangan Transmigrasi.

b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di Bidang Pengembangan

Produktivitas tenaga Kerja, Pemagangan Tenaga Kerja serta Penaatan

dan Pengembangan Transmigrasi.

c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas Bidang

Pengembangan Produktivitas tenaga Kerja, Pemagangan Tenaga Kerja

serta Penaatan dan Pengembangan Transmigrasi.

d. Pengordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan

Bidang Pengembangan Produktivitas tenaga Kerja, Pemagangan

Tenaga Kerja serta Penaatan dan Pengembangan Transmigrasi.
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e. Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan.

f. Pelaksanaan fasilitas dan konsultasi tentang produktivitas kepada

perusahaan.

g. Pengoordinasi pengukuran produktivitas tingkat kota.

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

i. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan atasan.

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (2)

dan (3). Bidang Produktivitas dan Transmigrasi dibantu oleh:

1. Seksi Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja

2. Seksi Pemagangan Tenaga Kerja

3. Seksi Penataan dan Pengembangan Transmigrasi

5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

1) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab kepala Kepala Dinas;

2) Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan di Bidang

Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Penempatan Tenaga Kerja Luar

Negeri serta informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

3) Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (2), Bidang

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dalam

negeri, penempatan tenaga kerja luar negeri, serta informasi pasar kerja

dan perluasan kesempatan kerja.

b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang penempatan tenaga

kerja dalam negeri, penempatan tenaga kerja luar negeri, serta informasi

pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja.

c. Pengoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja,

penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta perantaraan kerja dalam
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pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta

perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat.

d. Pelaksanaan verifikasi penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan

Tenaga Kerja Swasta.

e. Penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar

negeri kepada masyarakat.

f. Pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI.

g. Pengoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen

ketenagakerjaan Calon TKI serta penandatanganan perjanjian kerja ke

luar negeri, koordinasi penyelesaian permasalahan TKI, pra dan purna

penempatan serta pemulangan dan kepulangan TKI.

h. Pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;

i. Pelaksanaan penerbitan perpanjangan ijin memperkerjakan tenaga kerja

asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kota;

j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas bidang

penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan tenaga kerja luar

negeri, serta informasi pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja.

k. Pengoordinasian dan kerja sama antar lembaga/instansi terkait kegiatan

bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan tenaga kerja

luar negeri, serta informasi pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja.

l. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penempatan

dan perluasan kesempatan kerja;

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (2)

dan (3). Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dibantu oleh;

a. Seksi Penempatan Kerja Dalam Negeri;

b. Seksi Penempatan Kerja Luar negeri;

c. Seksi informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

6) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
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1) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

2) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan di

bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek, serta Pembinaan

Organisasi dan Kelembagaan Tenaga Kerja.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2),

Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai

fungsi;

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Hubungan Industrial, Syarat

Kerja dan Jamsostek, serta Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan

Tenaga Kerja;

b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di Bidang Hubungan

Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek, serta Pembinaan Organisasi

dan Kelembagaan Tenaga Kerja;

c. Pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian

kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kota;

d. Pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kota;

e. Pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain dalam rangka proses

pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup

operasi daerah kota.

f. Pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain dalam rangka

pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan perusahaan;

g. Pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Keja

Sama Bipartit di perusahaan;

h. Pengoordinasian dengan instansi/lembaga lain terkait pelaksanaan

mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan,

mogok kerja dan penutupan perusahaan;

i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas Bidang

Hubungan Industrial, Syarat kerja dan Jamsostek, serta Pembinaan

Organisasi dan kelembagaan Tenaga Kerja;
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j. Pengoordinasian dan kerjasma antara lembaga/instansi terkait kegiatan

Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek, serta Pembinaan

Organisasi dan Kelembagaan Tenaga Kerja;

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan palaporan;

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (2)

dan (3), Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

dibantu oleh;

a. Seksi Hubungan Industrial;

b. Seksi Syarat Kerja dan Jamsostek;

c. Seksi Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan Tenaga Kerja;

5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

7) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pembentukan, Nomenklatur Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada

Dinas tenaga Kerja akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan

Walikota.



50

8) Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Tenaga Kerja

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai dengan

bidang keahlian dan kebutuhan;

2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) dipimpin

oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan peraturan

Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar lampung merupakan

perwujudan dan upaya untuk mencapai tujuan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Masing-masing isu strategis akan dijabarkan sesuai dengan tujuan yang ingin

dicapai. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dibagi dalam:

1. Isu strategis pengembangan struktur Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar

Lampung merupakan arahan pengembangan wilayah terakit dengan hierarki

pelayanan kota serta si stem prasarana utama kota yang akan ditetapkan untuk

mencapai tujuan tenaga kerja.

2. Isu strategis pengembangan program mewujudkan dan mengeluarkan tenaga

kerja yang produktif, dan mampu berdaya saing, mandiri dan sejahtera serta

dapat mendorong kemitraan dan Kerjasama antara swasta dan masyarakat.

3. Permasalahan, Strategi dan Arah Kebijakan

Permasalahan dalam bidang Ketenagakerjaan:

1. Kualitas tenaga kerja yang relative rendah, belum mempunyai kompetensi

untuk bersaing di pasar kerja sehingga tidak dapat mengisi kesempatan kerja

yang ada.

2. Masih rendahnya kompetensi TKI yang bekerja di luar negeri serta rendahnya

perlindungan bagi pekerja di luar negeri.

3. Rendahnya kesempatan pekerja dan perluasan kerja yang dapat disiapkan untuk

pencari kerja. Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung:
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A. Menciptakan kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, pusat

pelatihan kerja, dan pihak swasta/ BUMN.

B. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan system ketenagakerjaan.

C. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

kewirausahaan berbasis masyarakat.

D. Meningkatkan peluang kerja usia produktif dan peluang lapangan usaha

di daerah. Arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung:

1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi lapangan

pekerjaan, peningkatan pelatihan, dan penyaluran tenaga kerja.

2) Peningkatan upaya pemenuhan standar aturan ketenagakerjaan.

3) Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja.

4) Peningkatan daya saing dan kompetensi tenaga kerja.

4. Rencana Program Kegiatan

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program

prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Tenaga

Kerja Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Adapun rekapitulasi program dan kegiatan meliputi:

1. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan

Pelatihan Formal

2. Program pelayanan administrasi perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan

d. Penyediaan alat tulis kantor

e. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

f. Penyediaan komponen instakasi listrik/ penerangan bangunan kantor

g. Penyediaan peralatan rumah tangga

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

i. Penyediaan makanan dan minuman

j. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

k. Penyediaan jasa administrasi perkantoran

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
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a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

b. Pengadaan peralatan gedung kantor

c. Pengadaan mebeleur

d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

e. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

i. Pemeliharaan rutin

4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5. Program pengembangan data dan informasi ketenagakerjaan

a. Penyusunan dan penyempurnaan profil ketenagakerjaan

b. Pengumpulan data dan penyebarluasan informasi ketenagakerjaan

6. Program peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan montir sepeda motor bagi para

pencari kerja

b. Pendidikan dan pelatihan keterampilan menjahit bagi para pencari kerja

c. Pendidikan dan pelatihan keterampilan tata kecantikan bagi para pencari

kerja

d. Pendidikan dan pelatihan keterampilan sulam usus bagi para pencari kerja

e. Pendidikan dan pelatihan keterampilan tata boga bagi para pencari kerja

e. Pendidikan dan pelatihan keterampilan las listrik bagi para pencari kerja

f. Pendidikan dan pelatihan keterampilan service AC bagi para pencari kerja

g. Pendidikan dan pelatihan keterampilan service komputer bagi para pencari

kerja

h. Pendidikan dan pelatihan keterampilan service handphone bagi para

pencari kerja

i. Monitoring dan evaluasi Lembaga pelatihan kerja/unit usaha

j. Pembinaan produktivitas tenaga kerja di perusahaan

k. Sosialisasi peraturan pemagangan dalam dan luar negeri
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7. Program pengembangan masyarakat melalui transmigrasi

a. Penjaringan animo peserta transmigrasi antar provinsi

b. Sosialisasi peraturan ketransmigrasian

8. Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja

a. Pengembangan informasi pasar kerja online (IKPOL-Bandar Lampung)

b. Expo ketenagakerjaan

c. Monev Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN)

d. Monev Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN)

e. Pameran kesempatan kerja (Job Fair)

f. Pembinaan kewirausahaan Jejaring Angkatan Kerja Muda (JEJAKMU)

9. Program pengembangan hubungan industrial dan peningkatan kesejahteraan

tenaga kerja

a. Penetapan dan sosialisasi Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung

b. Pemberdayaan Lembaga Kerja (LK) Sama Tripartite

c. Penyuluhan kasus perselisihan hubungan industrial

d. Sosialisasi peraturan dan implementasi Hubungan Industrial dan

perlindungan tenaga kerja

e. Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial
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VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan di

bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam

menganalisis menggunakan aspek dalam mengukur efektivitas menurut

Muasaroh secara umum yaitu :

1. Pada indikator tugas atau fungsi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan

program peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebagai

upaya pengurangan pengangguran di Kota Bandar Lampung dilihat dari

indikator aspek tugas atau fungsi berjalan dengan hasil yang belum efektif

dikarenakan Indikator ini menilai sejauh mana program mampu

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan utama yang telah

ditetapkan, yaitu meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

sekaligus mengurangi pengangguran. Tugas pokok program adalah

menyediakan pelatihan yang relevan dan berkualitas agar peserta siap

membuka usaha sendiri atau siap kerja. Sedangkan dalam pelatihan masih

menggunakan teknik dasar dalam mengembangkan peningkatan

keterampilan peserta pelatihan, sehingga peserta tidak dapat mempelajari

teknik lebih lanjut dan juga belum adanya pelatihan yang mengembangkan

teknik pemasarannya sehingga program tersebut hanya sebatas

pembelajaran teknik saja. Dengan begitu para peserta hanya bisa membuat

keterampilannya saja dan tidak sampai ke tahap penjualan, sedangkan

program pelatihan ini dibuat agar bisa mengurangi pengangguran yang ada

di Kota Bandar Lampung.

2. Pada indikator rencana atau program, menunjukkan hasil yang tidak

efektif. Pelaksanaan program peningkatan dan produktivitas tenaga kerja
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yang telah dibentuk sesuai dengan rencana kegiatan tersebut menghasilkan

hasil yang tidak efektif dikarenakan program yang telah disusun

berdasarkan Renstra Dinas, perencanaan tersebut belum sepenuhnya

mencerminkan kebutuhan aktual pasar tenaga kerja sehingga terdapat

kesenjangan antara materi pelatihan dan permintaan industri, yang

menyebabkan peserta yang sudah mengikuti kurang optimal terserap di

dunia kerja. Selain itu, rencana program kurang fleksibel sehingga sulit

diadaptasi dengan perubahan dinamika ekonomi dan kebutuhan pasar yang

terus berkembang, sehingga responsivitas program menjadi rendah.

Penetapan sasaran dan indikator keberhasilan program juga belum cukup

spesifik dan terukur, sehingga pengukuran efektivitas sulit dilakukan

secara objektif dan pelaksanaan program kurang maksimal. Keterlibatan

pemangku kepentingan seperti industri dan lembaga pelatihan dalam

perencanaan juga kurang optimal, menyebabkan program kurang sesuai

dengan kebutuhan nyata para peserta dan pasar kerja. Perencanaan yang

tidak didukung oleh sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran yang

memadai turut menghambat pelaksanaan program secara optimal.

Akhirnya, kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif

selama tahap perencanaan menyebabkan masalah dan kekurangan tidak

terlihat dan tidak segera diperbaiki sehingga berdampak negatif pada

efektivitas pelaksanaan program. Dengan demikian, perencanaan yang

kurang tepat dan dukungan yang terbatas menjadi alasan utama indikator

rencana atau program dinilai tidak efektif dalam mencapai tujuan

peningkatan kompetensi peserta dan penurunan pengangguran secara

signifikan.

3. Pada indikator ketentuan atau peraturan, menunjukan hasil yang tidak

efektif dikarenakan tahapan program dalam upaya pengurangan

pengangguran di Kota Bandar Lampung. Meskipun peraturan dan

ketentuan telah disusun sebagai pedoman, penerapan dan pengawasan

aturan tersebut belum berjalan konsisten dan ketentuan yang ada bisa

menurunkan efektivitasnya. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman serta

pemantauan terhadap aturan oleh pengelola, pelaksana, dan peserta

mengakibatkan aturan tidak menjadi pedoman efektif dalam pelaksanaan.
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Selain itu, peraturan yang masih kurang spesifik dan jelas menyebabkan

interpretasi berbeda dan kebingungan antar pelaksana, Pengawasan dan

monitoring yang belum optimal juga menyebabkan penyimpangan tidak

terdeteksi. Selain itu tidak ada pengawasan yang lebih lanjut setelah

pelaksanaan pelatihan tersebut sehingga tidak ada evaluasi lebih lanjut

oleh Dinas tenaga Kerja Kota Bandar Lampung terhadap peserta yang

sudah pernah mengikuti pelatihan, apakah peserta tersebut sudah

mengembangkan lagi keterampilannya atau belum dan apakah sudah bisa

sampai memasarkankannya agar bisa mengurangi tingkat pengangguran

atau tidak. Dengan demikian peraturan tidak dapat menjadi pilar kuat

untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tertib, terstruktur, dan

mencapai tujuan yang diharapkan.

4. Pada indikator tujuan atau kondisi ideal, hasil menunjukkan bahwa

pelaksanaan program peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga

kerja belum efektif. Oleh karena itu, program ini sebagai upaya

mengurangi pengangguran di Kota Bandar Lampung belum mencapai

tujuan yang diharapkan. Hal ini dinyatakan tidak efektif karena pada tahun

2024, program tersebut tidak dapat berjalan dengan baik akibat kondisi

sektor ketenagakerjaan yang buruk, meskipun program berjalan dan

peserta mendapat pelatihan, dampak nyata dalam menurunkan

pengangguran masih kecil dan belum mencapai target signifikan.

Kompetensi peserta kurang sesuai kebutuhan pasar kerja sehingga lulusan

sulit bersaing. Kurangnya kolaborasi intensif dengan industri menghambat

penyerapan tenaga kerja, ditambah motivasi peserta yang variatif dan

monitoring pasca pelatihan yang kurang maksimal menyulitkan evaluasi

keberhasilan. Oleh karena itu, pencapaian tujuan ideal belum optimal dan

perlu perbaikan kolaborasi, materi pelatihan, dan penguatan monitoring

agar hasil program lebih efektif
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6.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jabarkan dalam kesimpulan di atas,

maka peneliti memberikan beberapa saran untuk kemudian dapat dijadikan

pertimbangan sebagai bahan masukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar

Lampung di tahun selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. diharapkan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung untuk dapat

memaksimalkan kembali tugas dan fungsi pokoknya dengan baik. Sesuai

dengan peraturan yang telah ditetapkan serta meningkatkan kualitas dari

tugas pokok tersebut, perjelas dan tegaskan peran dan tanggung jawab

setiap unit atau individu yang terlibat dalam pelaksanaan program

pelatihan kerja agar koordinasi lebih efektif. Kembangkan materi lebih

lanjut agar peserta bisa memasuki pasar kerja atau membuka usaha

mandiri serta memasukkan pelatihan pemasarannya didalam target

pasarnya agar memudahkan peserta bisa membuka usaha mandiri dan

bisa mengurangi tingkat pengangguran di Kota Bandar Lampung.

2. Dinas Tenaga Kerja diharapkan untuk melaksanakan kembali rencana

program yang telah disusun sebelumnya agar dapat mengoptimalkan

pelaksanaannya. Selain itu, diharapkan juga dapat menciptakan program

alternatif baru dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang,

sehingga angka pengangguran dalam situasi darurat dapat ditekan

melalui program-program tersebut, Susun rencana program pelatihan

yang terperinci dan berbasis data kebutuhan pasar kerja serta evaluasi

hasil pelatihan sebelumnya sebagai dasar pengembangan program

selanjutnya,

3. Dinas Tenaga Kerja diharapkan dapat mencapai tujuan dengan baik

dalam pelaksaan kegiatan serta dapat mencapai tujuan yang baik pula

pada kondisi darurat dengan program alternatif lainnya, Tinjau dan

perbarui ketentuan maupun peraturan yang mengatur pelatihan kerja agar

selaras dengan kebutuhan industri dan mencakup standar pelatihan yang

berkualitas agar sesudah mengikuti pelatihan tersebut bisa bersaing

dengan pasar kerja serta selalu mengadakan pemantauan setelah
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pelatihan agar bisa mengevaluasi bagian dari pelatihan yang masih belum

efektif

4. Disnaker Kota Bandar Lampung diharapkan lebih teliti dalam menyusun

laporan kegiatan pelatihan. Setelah pelatihan selesai, diharapkan segera

menyusun laporan yang lebih rinci sebagai arsip yang membuktikan,

tetapkan tujuan program yang terukur dan dapat dicapai dalam jangka

waktu tertentu, serta rancang indikator keberhasilan yang jelas untuk

memantau pencapaian tujuan tersebut. bahwa program tersebut telah

dilaksanakan dengan baik.



90

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Dessler, G. (2020). Human Resource Management (16th ed.). Pearson.

Franita, R. (2016). Analisa Pengangguran Di Indonesia. Jurnal Ilmu
Pengetahuan Sosial, 1

Sukirno, (1994), Pengantar Teori Makro Ekonomi. Rajawali Pers. Jakarta

Swanson, Richard A and Elwood F. Holton III. 2001. Foundations of Human
Resource Development. Berrett-Koehler Publisher, Inc (BK): San
Francisco.

Suparyadi. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia (menciptakan
Keunggulan Bersaing Berbasis Kompetensi SDM). Yogyakarta: CV
Andi Offset.

Hasyim, A. I. (2017). Ekonomi Makro. Jakarta: Kencana.

Ishak, K. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan
Inflikasi Terhadap Indeks Pembangunan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah
Ekonomi Kita.

Kaswan, (2011), Pelatihan dan Pengembangan untuk Meningkatkan Kinerja
SDM. Bandung: Alfabeta.

kurniawan, Agung. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta:
Pembaharuan.

Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Unit
Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Mariono, B. P. (2017). Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Menanggulangi
Angka Pengangguran di Kabupaten Minahasa. Jurnal Jurusan Ilmu
Pemerintah, 2(2).

Marwansyah. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia.. Bandung: Alfabeta.
Muana, Nanga. 2001. Makro Ekonomi, Masalah dan Kebijakan. Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada.



91

Ravianto, J, (2014) Produkvitas dan Pengukuran. Jakarta, Binaman Askara.

B. JURNAL

Ambar, Teguh Sulistiyani dan Rosidah, (2010), Manajemen Sumber Daya
Manusia, (Yogyakarta : Graha Ilmu).

Jumawan, J., & Mora, M. T. (2018). Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan
Karier Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Korporasi. Jurnal
Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, 3(3)

Mutiarin, Dyah dan Arif Zaenudin. (2014). Manajemen Birokrasi dan
Kebijakan. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar

Serlin, Qomariyah, E. & Manguntara, L. (2021). Efektivitas Implementasi
Program Beras Sejahtera (Rastra) di Kelurahan Konawe Kecamatan
Kusambi Kabupaten Muna Barat. Jurnal Administrasi Negara, Politik-
Pemerintahan & Hubungan Internasional, 7(2), 38. Universitas Halu
Oleo.

Sinambela, Lijan Poltak. (2012). Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan
Implikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Todaro, Michael P. ,Smith, (2010), Stephen C. “Pembangunan Ekonomi”.
Jakarta: Erlangga.

Tri Anggraini, (2019), Penempatan Tenaga Kerja Program Antar Kerja
Antar Daerah Di Kabupaten Timor Tengah Utara, Jurnal Poros
Politik.


